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Dalam rangka memperbaiki iklim investasi untuk meningkatkan pertumbuhan

ekonomi Indonesia, dipandang perlu mengeluarkan Instruksi Presiden tentang Paket
Kebijakan Perbaikan Iklim Investasi:
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Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
Menteri Keuangan;

Menteri Perdagangan;

Menteri Dalam Negeri, |

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral,
Menteri Perhubungan,;

Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia;
Menteri Perindustrian;

Menteri Komunikasi dan Informatika;

. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi,
. Menteri Kesehatan;
. Menteri Kelautan dan Perikanan;

. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala

Bappenas;

Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah,;
Menteri Negara Lingkungan Hidup;

Menteri Sekretaris Negara,

Sekretaris Kabinet;

Jaksa Agung;

Panglima Tentara Nasional Indonesia;

20. Kepala ...
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20. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
21. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal;
22. Kepala Badan Pertanahan Nasional,

23. Para Gubernur;

24, Para deati/ Walikota.

Mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuaj tugas, fungsi

dan kewenangan masing-masing, dalam rangka pelaksanaan Paket -

Kebijakan Perbaikan Iklim Investasi guna menciptakan
investasi yang lebih kondusif.

iklim

Dalam mengambil langkahQIangkah sebagaimana dimaksud dalam
Diktum PERTAMA, berpedoman kepada program

~Program
sebagaimana tercantum dalam lampiran Instruksi Presid

en inj,

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian mengkoordinasikan

kegiatan yang dilaksanakan oleh para Menteri/Kepala Lembpaga
Pemerintah Non Departemen.

-

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian:

1. Memantau pelaksanaan Instruksi Presiden ini dan melaporkan
secara berkala kepada Presiden;

2. Membentuk Tim Pemantau, yang diketuai oleh Staf Khygys
Menteri ~ Koordinator ~ Bidang  Perekonomian  Urygay
Pemantauan Kebijakan Ekonomi dan sebagai Wwakil ketua
adalah Deputi Sekretaris Kabinet Bidang Hukum dan Direktyr
Jenderal Otonomi Daerah, Departemen Dalam Negeri;

3. Mengatur tugas, keanggotaan, susunan organisasi, tata kerja

dan kesekretariatan Tim Pemantau.

Melaksanakan Instruksi Presiden ini dengan penuh tanggung
jawab.
Instruksi
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